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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU FINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP. 421 6/07/FPTSPI2021

TENTANG
1ZIN OPCRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KRISTEN POLI
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang . a.  bahwa dalam rangka untuk mendekatian dan meningkatian pelayanan pendician
kepada masyarakal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka parly menstaplan
izin Operaslonal Penyelenggoraan Sstuan Pendidikan Sekolah Menangah Alas
(SMAY;

b. WWW%MWM[MJSmBKﬂHH
dari aspek adminisirasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA),

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
dialas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PclaymanTermmEamHanmﬂmMmunggamemmghh
Operasional Penyslenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Alas (SMA)
Swasta Kristen Pali di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tenlang Pembentukan Daerah-dasrah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barst dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
* Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649),

2. Undang-Undang Nomor 20 Jehun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Larmbaran Negara Republk Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5587) sebagaimana tsiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan MNegara Republk

Indonesia Nomor 5678},
4. Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahon Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana lelah dubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenlang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Momar 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5167);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5670,

6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajb Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80).

7. Peraluran Menler Pendidkan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
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Badan Alredilasi Sekolah;
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9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06012002 tentang Pedoman
Pendiran Sekolah,

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 36 Tahun 2014 fentang
Pedoman Pendiian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 600U/2002 lentang Pendirian

Sekolah;

12. Sural Mendiknas No. 14/NPNMHKI2007 tanggal 24 Januan 2007 tentang Prioritas
Pendirdan 1zin Sckolah Menengah;

10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Sural Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Poll
MNomar : 156/YAP.TNNIADes/2020 Tanggal 11 Desember 2020 lentang
Permohonan Peremajaan |zin Operasional SMA Kristen Paii;

2. Rekomendasl Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : 848/67/P1K/2021 Tanggal 12 Januan 2021,

MEMUTUSKAN

Memberikan [zin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekciah Menengah
Alas (SMA) kepada SMA Swasta Kristen Poli yang berokasi di JI. L. Al RT. 001 RW.
001 Kelurahan Poli Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengsh Selatan dengan
Jurusan Matematika limu Alam (MIA) dan limu limu Sosial (IIS) dan limu Bahasa dan
Budaya,

lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penefimaan
Peserta Didik Baru (PDB);

\zin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai langgal 13 Januari 2021
sampal dengan langgal 12 Januari 2026, setelah itu diusulkan uniuk diperpanjang;
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sabun berkewajiban memenuhi 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai kelentuan yang berlalar;
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kembali apabila pada kemudian hari lemyata terdapat kekeliruan dalam penelapannya

Ditetapkan di : Kupang

NIP, 19650808 199503 1 003

1, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang {sebagal laporan),
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Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia & Jakarla,

Direktur WMWWWMKMMMHM di Jakarta:
KmhﬁnﬁpuﬁﬂhMMK!mﬂmﬂnﬁwimtmﬂTmmﬁmdm;
mhm:mmummﬁwmemmMMdm;

10. Kmhnimnpuﬂﬂhﬂﬂdmﬂuhuﬂ;yun Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;

11. Koordinator Pengawas Dikmen Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soa.



